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Abstract 

Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik (MMBT) is a Sharia-compliant financing contract that 
combines a partnership arrangement with a gradual transfer of asset ownership. The 
integration of musyarakah, ijarah, and asset transfer mechanisms creates a need for legal 
certainty, particularly regarding ownership status and the protection of the parties’ rights. 
This study aims to analyze legal certainty in asset ownership under the Musyarakah 
Muntahiyah bi al-Tamlik contract within Islamic financial institutions and contributes to the 
literature on Islamic economic law by highlighting legal certainty regarding asset ownership 
in partnership-based financing arrangements. The research employs a normative juridical 
method using conceptual and statutory approaches through a literature review of academic 
publications, DSN-MUI fatwas, and regulations related to Islamic financing. The findings 
show that legal certainty in MMBT is reflected in the clarity of joint ownership, the allocation 
of rights and obligations, and the gradual transfer of ownership until the asset becomes fully 
owned by the customer. This certainty is supported by DSN-MUI fatwas governing the legal 
relationship between the parties. Nevertheless, the implementation of MMBT still faces 
challenges related to contractual complexity, risk-sharing practices, and public 
understanding of partnership-based financing. This research contributes to enriching the 
discussion on the implementation of the Musyarakah Mutahiyah bi al-Tamlik (MMBT) 
contract in Islamic financial institutions through an in-depth analysis of the legal certainty of 
asset ownership and the protection of the rights of the parties. 
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Abstrak 

Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik (MMBT) merupakan akad pembiayaan syariah yang 
menggabungkan prinsip kemitraan dengan mekanisme pengalihan kepemilikan aset secara 
bertahap. Kompleksitas hubungan antara akad musyarakah, ijarah, dan pengalihan 
kepemilikan aset menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum, khususnya terkait status 
kepemilikan aset dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
kepastian hukum kepemilikan aset dalam akad Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik pada 
lembaga keuangan syariah. Fokus kajian pada aspek kepastian hukum kepemilikan aset 
menjadi kontribusi utama dalam memperkaya pembahasan mengenai implementasi akad 
Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik di lembaga keuangan syariah. Penelitian 
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan 
perundang-undangan melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah, fatwa Dewan 
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan regulasi yang berkaitan dengan 
pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum kepemilikan 
aset dalam MMBT tercermin pada kejelasan status kepemilikan bersama, pembagian hak 
dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengalihan kepemilikan yang dilakukan secara 
bertahap hingga aset menjadi milik penuh nasabah. Kepastian hukum tersebut diperkuat 
oleh pengaturan normatif dalam fatwa DSN-MUI yang mengatur hubungan hukum para 
pihak selama masa pembiayaan. Namun, implementasi MMBT masih menghadapi 
tantangan berupa kompleksitas struktur akad, konsistensi penerapan prinsip risk sharing, 
dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan berbasis kemitraan. Penelitian 
ini berkontribusi dalam memperkaya pembahasan mengenai implementasi akad 
Musyarakah Mutahiyah bi al-Tamlik (MMBT) di lembaga keuangan syariah melalui analisis 
mendalam terhadap aspek kepastian hukum kepemilikan aset dan perlindungan hak para 
pihak. 

Kata kunci:  Kepastian Hukum; Kepemilikan Aset; Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik 
 

Pendahuluan 

Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan tren yang terus meningkat 
seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap produk pembiayaan yang tidak hanya 
memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ananda & 
Inayati, 2024; Tarmidzi et al., 2025). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga 
akhir tahun 2024 total pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp643,55 triliun dan 
tumbuh sekitar 9,92% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor 
perbankan syariah memiliki peran yang semakin penting dalam memenuhi kebutuhan 
pembiayaan masyarakat, termasuk pembiayaan kepemilikan aset yang bersifat konsumtif 
maupun produktif. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b, 2025) 

Di tengah perkembangan tersebut, pembiayaan syariah masih didominasi oleh akad 
berbasis jual beli, khususnya murabahah (Basar, 2023; Susanti et al., 2022). Padahal, secara 
konseptual akad berbasis kemitraan dinilai lebih mencerminkan karakter utama keuangan 
syariah karena menempatkan para pihak dalam hubungan kerja sama dan pembagian risiko. 
Penguatan pembiayaan berbasis kemitraan menjadi salah satu strategi penting untuk 
mengurangi dominasi pembiayaan murabahah dalam industri perbankan syariah (Asyiqin et 
al., 2024). Sejalan dengan itu, prinsip kemitraan dan keadilan merupakan karakter utama 
yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional. Kondisi 
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tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep pembiayaan syariah 
dengan praktik yang berkembang di lembaga keuangan syariah (Judijanto et al., 2025a) 

Salah satu bentuk pembiayaan berbasis kemitraan yang berkembang dalam praktik 
perbankan syariah adalah Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik (MMBT). Akad ini 
menggabungkan prinsip musyarakah dengan mekanisme pengalihan kepemilikan aset 
secara bertahap hingga aset yang dibiayai sepenuhnya menjadi milik nasabah. Dalam skema 
tersebut, lembaga keuangan syariah dan nasabah bertindak sebagai mitra yang sama-sama 
memiliki porsi kepemilikan atas aset, kemudian porsi kepemilikan lembaga keuangan 
berkurang secara bertahap melalui pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Karakteristik 
utama MMBT terletak pada kombinasi antara pola kemitraan dan mekanisme pengalihan 
kepemilikan yang dilakukan secara bertahap hingga berakhir pada kepemilikan penuh oleh 
nasabah (Huda & Azzahro, 2025; Inayati et al., 2025). 

Dalam perkembangannya, MMBT sering dikaitkan dengan Musyarakah Mutanaqisah 
(MMQ) karena keduanya memiliki karakteristik kepemilikan bersama yang diikuti dengan 
pengalihan kepemilikan secara bertahap. Nurjaman (Nurjaman et al., 2022) menjelaskan 
bahwa praktik MMQ pada lembaga keuangan syariah tidak lagi berdiri sebagai akad 
musyarakah murni, melainkan berkembang sebagai hybrid contract yang memadukan akad 
musyarakah, ijarah, dan mekanisme jual beli dalam satu rangkaian pembiayaan. Temuan 
tersebut menunjukkan bahwa perkembangan produk pembiayaan syariah semakin 
kompleks dan membutuhkan konstruksi hukum yang lebih jelas. Dalam konteks yang sama, 
penggunaan beberapa akad dalam satu produk pembiayaan memerlukan kejelasan 
hubungan hukum antar akad agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya 
(Musfiqoh, 2022; Pratama et al., 2026; Tarmidzi et al., 2025). 

Dibandingkan dengan akad murabahah, MMBT memiliki karakter yang berbeda 
karena menempatkan hubungan para pihak dalam kerangka kemitraan. Risiko dan manfaat 
atas aset secara teoritis ditanggung bersama sesuai dengan porsi kepemilikan masing-
masing pihak. Karakter risk sharing merupakan salah satu aspek yang menjadikan akad 
berbasis kemitraan lebih sesuai dengan prinsip dasar keuangan syariah dibandingkan 
pembiayaan yang sepenuhnya berbasis utang (Huda & Azzahro, 2025). Pandangan tersebut 
sejalan dengan pendapat (Judijanto et al., 2025b) yang menyatakan bahwa keadilan dan 
pembagian risiko secara proporsional merupakan elemen penting dalam mewujudkan 
tujuan ekonomi syariah. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi akad berbasis kemitraan masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi 
operasional maupun kepastian pelaksanaan akad. 

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena MMBT tidak hanya melibatkan 
akad musyarakah, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pengalihan kepemilikan aset 
dan penggunaan akad pendukung lainnya. Dalam praktiknya, muncul pertanyaan mengenai 
kejelasan hubungan antar akad, mekanisme perpindahan hak milik pada akhir masa 
pembiayaan, serta penerapan prinsip pembagian risiko yang menjadi karakter utama akad 
musyarakah. Kepastian hukum dalam transaksi syariah sangat bergantung pada kejelasan 
hak, kewajiban, serta konstruksi akad yang digunakan para pihak (Damayanti et al., 2024; 
Inayati et al., 2023; Kholidah et al., 2020). Selain itu, dibutuhkan konsistensi penerapan 
prinsip syariah dalam produk pembiayaan yang menggunakan lebih dari satu akad 
(Musfiqoh, 2022). Oleh karena itu, pembahasan mengenai MMBT tidak cukup dilihat dari 
aspek ekonomi pembiayaan semata, tetapi juga perlu ditinjau dari aspek kepastian 
hukumnya. 
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Kajian hukum terbaru menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum dalam 
pembiayaan berbasis kemitraan masih menjadi isu yang relevan. Penggunaan jaminan hak 
tanggungan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah berpotensi menimbulkan 
ketidakpastian hukum karena akad kemitraan yang menjadi dasar pembiayaan sering kali 
dikaitkan dengan instrumen jaminan yang secara karakter lebih dekat dengan hubungan 
hukum utang-piutang(Budiarta et al., 2024; Purwanti & Inayati, 2024). Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa implementasi akad berbasis kemitraan masih menyisakan persoalan 
hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban 
para pihak dalam pembiayaan syariah. 

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas MMBT maupun MMQ dari berbagai 
perspektif, seperti kepatuhan syariah, implementasi pembiayaan perumahan, efektivitas 
pembiayaan berbasis kemitraan, dan pengembangan produk perbankan syariah. MMQ 
menjadi salah satu alternatif penguatan pembiayaan syariah untuk mengurangi dominasi 
pembiayaan berbasis murabahah (Asyiqin et al., 2024). Selain itu, MMQ dapat 
ditransformasi sebagai hybrid contract dalam praktik lembaga keuangan syariah (Nurjaman 
et al., 2022). Dari perspektif hukum, penggunaan hak tanggungan dalam pembiayaan MMQ 
dapat memitigasi resiko pembiaayaan (Budiarta et al., 2024). MMQ dan MMBT memerlukan 
penguatan konstruksi akad berbasis kemitraan agar tetap selaras dengan prinsip keadilan 
dan kepastian hukum dalam keuangan syariah (Huda & Azzahro, 2025). Meskipun demikian, 
kajian yang secara khusus menempatkan MMBT sebagai instrumen pembiayaan kepemilikan 
aset dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukumnya dalam perspektif keuangan 
syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang 
tersebut dengan menjadikan aspek kepastian hukum sebagai fokus utama analisis. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad 
Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik sebagai instrumen pembiayaan kepemilikan aset dengan 
menitikberatkan pada aspek kepastian hukumnya dalam perspektif keuangan syariah. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 
mengenai karakter, implementasi, dan tantangan penerapan MMBT sekaligus memberikan 
kontribusi konseptual terhadap pengembangan pembiayaan berbasis kemitraan yang sesuai 
dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Perspektif keuangan syariah dalam penelitian ini 
merujuk pada prinsip-prinsip fikih muamalah dan ketentuan normatif yang bersumber dari 
fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman 
pelaksanaan akad pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan 
kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dilakukan 
dengan mengkaji norma, asas, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti (Kriswanto, 2022; Rizkia & Fardiansyah, 2023). Sejalan dengan itu, Soekanto dan 
Mamudji (Soekanto & Mamudji, 2019) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif 
menempatkan bahan hukum sebagai sumber utama dalam proses analisis. Penelitian ini 
difokuskan pada analisis kepastian hukum kepemilikan aset dalam akad Musyarakah 
Muntahiyah bi al-Tamlik (MMBT) pada lembaga keuangan syariah. Pendekatan yang 
digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum, 
prinsip syariah, dan implementasi akad MMBT dalam pembiayaan kepemilikan aset. 
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Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-
MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-
MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, Fatwa DSN-MUI Nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang Al-
Musyarakah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik, serta regulasi dan publikasi Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari 
buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema kajian. Analisis data 
dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan 
secara deskriptif-kualitatif. Tahapan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman 
yang sistematis terhadap permasalahan hukum yang diteliti sebagaimana dijelaskan oleh 
Ibrahim (Efendi & Ibrahim, 2018; Ibrahim, 2007). 

Hasil dan Pembahasan 
Musyarakah dan Pengembangannya dalam Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik 

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-
masing memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha atau kepemilikan aset, dengan 
pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian sesuai dengan proporsi 
modal. Prinsip dasar musyarakah menekankan keadilan, kebersamaan, dan amanah dalam 
hubungan kontraktual antar pihak. (Judijanto et al., 2025b) menjelaskan bahwa prinsip 
kemitraan dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang 
berkeadilan melalui pembagian manfaat dan risiko secara proporsional di antara para pihak. 
Konsep tersebut menjadi fondasi utama dalam pengembangan berbagai akad berbasis 
syirkah, termasuk musyarakah. 

Landasan normatif akad musyarakah dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, salah 
satunya melalui pengakuan terhadap praktik kemitraan sebagaimana tersirat dalam firman 
Allah Swt.:  

نَ الْْلَُطاَءِ ليََ بْغِي بَ عْضُهُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ إِلََّّ الَّذِينَ آمَنُوا  قاَلَ لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَ عْجَتِكَ إِلََٰ نعَِاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيراً مِّ
  ۗوَعَمِلُوا اللَّااِاَاِ وَقلَِييلٌ مَّا ُ مْ 

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka 
berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh…” (QS. Ṣād *38+: 24) 

Ayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai pengakuan atas keberadaan praktik 
syirkah, sekaligus peringatan agar prinsip keadilan dan kejujuran dijaga dalam 
pelaksanaannya. Dalam konteks muamalah, ayat ini menjadi dasar bahwa kerja sama 
ekonomi dibolehkan selama tidak mengandung unsur kezaliman. 

Sejalan dengan itu, fleksibilitas pengembangan akad muamalah juga ditegaskan 
dalam hadis Nabi Muhammad saw.:  

ُسْلِمُونَ عَلَى ُ ُ ووِهِمْ إِلََّّ َ ْ واً أََ يَّ َ  اَمًا أوَْ َ  ََّ  َ َ لًَّ 
 اا

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang 
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Tirmidzi) 

Hadis tersebut memberikan legitimasi bagi pengembangan bentuk-bentuk akad 
kontemporer selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks 
regulasi di Indonesia, prinsip musyarakah memperoleh landasan normatif melalui Fatwa 
Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Musyarakah (DSN-MUI, 2000) yang menegaskan kebolehan kerja sama 
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permodalan dengan prinsip pembagian keuntungan dan risiko secara adil sesuai kontribusi 
masing-masing pihak. 

Dalam perkembangan industri keuangan syariah modern, akad musyarakah tidak lagi 
diterapkan dalam bentuk kerja sama konvensional semata, tetapi mengalami berbagai 
modifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan kontemporer. Salah satu bentuk 
pengembangannya adalah Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), yaitu akad kemitraan yang 
disertai mekanisme pengurangan porsi kepemilikan salah satu pihak secara bertahap hingga 
aset sepenuhnya dimiliki oleh pihak lainnya. Menurut (Nurjaman et al., 2022), praktik MMQ 
pada lembaga keuangan syariah menunjukkan karakter hybrid contract karena memadukan 
akad musyarakah, ijarah, dan mekanisme pengalihan kepemilikan dalam satu rangkaian 
transaksi. Pengembangan tersebut kemudian memperoleh legitimasi normatif melalui 
Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah (DSN-MUI, 
2008) yang mengatur mekanisme pengurangan porsi kepemilikan secara bertahap dalam 
akad kemitraan. Kehadiran fatwa tersebut menunjukkan bahwa inovasi produk keuangan 
syariah dapat berkembang secara dinamis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. 

Perkembangan akad berbasis kemitraan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat 
karakter pembiayaan syariah yang tidak hanya berorientasi pada pembiayaan berbasis jual 
beli. (Asyiqin et al., 2024) menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis MMQ memiliki potensi 
untuk memperkuat prinsip kemitraan dan pembagian risiko (risk sharing) yang menjadi 
karakter utama keuangan syariah. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Huda & Azzahro, 
2025) menegaskan bahwa pembiayaan berbasis kepemilikan bertahap merupakan salah 
satu model yang paling potensial untuk memperkuat implementasi prinsip risk sharing 
dalam industri keuangan syariah modern. Oleh karena itu, akad berbasis musyarakah 
dipandang sebagai alternatif yang mampu mengurangi dominasi pembiayaan berbasis utang 
dan mendorong terwujudnya hubungan yang lebih seimbang antara lembaga keuangan 
syariah dan nasabah. 

Secara konseptual, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Musyarakah Muntahiyah 
bi Tamlik (MMBT) sama-sama berlandaskan prinsip kepemilikan bersama yang diikuti 
mekanisme pengalihan kepemilikan aset secara bertahap. Perbedaannya, MMQ 
menekankan berkurangnya porsi kepemilikan salah satu pihak, sedangkan MMBT berakhir 
dengan perpindahan kepemilikan aset secara penuh kepada nasabah. Karakter hybrid 
contract dalam kedua akad tersebut menimbulkan kompleksitas hukum karena 
menggabungkan unsur kemitraan, sewa, dan pengalihan kepemilikan aset. (Budiarta et al., 
2024) menunjukkan bahwa penggunaan hak tanggungan dalam pembiayaan MMQ masih 
menyisakan persoalan kepastian hukum akibat perpaduan antara akad kemitraan dan 
instrumen jaminan. Oleh karena itu, kejelasan konstruksi akad menjadi aspek penting dalam 
menjamin kepastian hukum pembiayaan berbasis kemitraan. 
Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik sebagai Instrumen Pembiayaan Kepemilikan Aset 

Sebagai instrumen pembiayaan kepemilikan aset, Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik 
(MMBT) memiliki karakter yang berbeda dibandingkan akad jual beli seperti murabahah. 
Dalam murabahah, kepemilikan aset secara hukum berpindah kepada nasabah sejak akad 
disepakati, sedangkan kewajiban pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai harga yang 
telah ditentukan. Sebaliknya, dalam MMBT kepemilikan aset berada dalam status 
kepemilikan bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, kemudian dialihkan 
secara bertahap seiring dengan pembelian porsi kepemilikan oleh nasabah hingga berakhir 
pada kepemilikan penuh. Karakteristik tersebut menjadikan MMBT sebagai salah satu 
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instrumen pembiayaan yang mengintegrasikan prinsip kemitraan dengan tujuan 
kepemilikan aset secara bertahap. 

Perbedaan konstruksi kepemilikan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang 
berbeda dibandingkan pembiayaan berbasis murabahah. Dalam MMBT, hubungan para 
pihak tidak semata-mata dibangun atas kewajiban pembayaran, tetapi juga atas kepemilikan 
bersama terhadap aset yang dibiayai. Oleh karena itu, proses pengalihan kepemilikan 
menjadi bagian penting dalam struktur akad karena menentukan perubahan status hak dan 
kewajiban para pihak selama masa pembiayaan berlangsung. Ketentuan mengenai 
mekanisme ini memperoleh landasan normatif melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional–
Majelis Ulama Indonesia Nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang Al-Musyarakah Al-
Muntahiyah Bi Al-Tamlik (DSN-MUI, 2019) yang mengatur mekanisme kepemilikan bersama 
dan pengalihan kepemilikan secara bertahap dalam pembiayaan syariah. 

Karakter kepemilikan bersama tersebut menjadikan MMBT lebih dekat dengan 
prinsip risk sharing yang menjadi salah satu ciri utama keuangan syariah. (Asyiqin et al., 
2024) menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis kemitraan memiliki potensi memperkuat 
karakteristik perbankan syariah karena risiko dan manfaat ekonomi tidak sepenuhnya 
dialihkan kepada satu pihak. Sejalan dengan itu, (Huda & Azzahro, 2025) menegaskan 
bahwa pembiayaan berbasis kepemilikan bertahap merupakan model yang lebih mampu 
merepresentasikan prinsip pembagian risiko dibandingkan pembiayaan yang sepenuhnya 
berbasis utang. Dengan demikian, MMBT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 
pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana implementasi prinsip keadilan dan keseimbangan 
dalam hubungan ekonomi syariah. 

 
Gambar 1. Struktur dan Mekanisme Pembiayaan MMBT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Diolah Penulis Berdasarkan Beberapa Jurnal dan Fatwa DSN-MUI 
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bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Selama masa pembiayaan, 
nasabah memperoleh hak pemanfaatan atas aset melalui mekanisme ijarah sekaligus 
melakukan pembelian porsi kepemilikan bank secara bertahap. Ketentuan mengenai 
penggunaan akad ijarah dalam pemanfaatan aset memperoleh landasan normatif melalui 
Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (DSN-MUI, 2017). 
Seiring berjalannya waktu, porsi kepemilikan bank akan berkurang hingga seluruh hak 
kepemilikan atas aset beralih kepada nasabah. Struktur ini menunjukkan bahwa MMBT tidak 
hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengalihan 
kepemilikan aset yang dilaksanakan secara bertahap sesuai prinsip kemitraan dalam 
keuangan syariah. 

Kejelasan tahapan dalam mekanisme MMBT menjadi aspek penting dari perspektif 
hukum karena menentukan status kepemilikan aset, pembagian hak dan kewajiban para 
pihak, serta proses pengalihan hak milik yang menjadi dasar terciptanya kepastian hukum 
dalam pelaksanaan akad MMBT. Pratami dan Sabil (Pratami & Sabil, 2023) menjelaskan 
bahwa kejelasan struktur akad menjadi faktor penting dalam menjaga kesesuaian produk 
pembiayaan syariah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, setiap 
tahapan dalam MMBT harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan 
ketidakpastian mengenai kedudukan para pihak selama masa pembiayaan berlangsung. 

Model ini secara konseptual lebih mencerminkan prinsip keadilan karena risiko 
kepemilikan aset tidak sepenuhnya dibebankan kepada nasabah sejak awal akad. Prinsip 
tersebut sejalan dengan firman Allah SWT: 

ننُمْ  نَنُم ِ لْبَاوِيِ إِلََّّ أنَ َ نُونَ ِ َااًَ  عَن  َ  اَاٍ مِّ  َ  أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لََّ َ ْكُلُوا أمَْوَالَنُم بَ ي ْ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu.”(QS. an-Nisā’ *4+: 29) 

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilaksanakan atas 
dasar kerelaan para pihak (an taradin minkum) dan tidak mengandung unsur yang 
merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip tersebut 
menjadi dasar penting dalam membangun hubungan kontraktual yang adil, transparan, dan 
seimbang. Oleh karena itu, suatu akad tidak hanya dinilai dari keabsahan formalnya, tetapi 
juga dari kemampuannya menjamin perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang 
terlibat. 

Dalam konteks Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik, prinsip kerelaan dan keadilan 
tersebut tercermin melalui mekanisme kepemilikan bersama yang disepakati sejak awal 
akad serta pengalihan kepemilikan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan 
kesepakatan para pihak. Struktur ini menunjukkan bahwa hubungan antara lembaga 
keuangan syariah dan nasabah tidak dibangun semata-mata atas dasar hubungan kreditur 
dan debitur, melainkan hubungan kemitraan yang memberikan ruang bagi pembagian 
manfaat dan risiko secara proporsional. (Huda & Azzahro, 2025) menjelaskan bahwa 
pembiayaan berbasis musyarakah lebih merepresentasikan prinsip risk sharing 
dibandingkan risk transfer yang lazim ditemukan dalam pembiayaan berbasis utang. Sejalan 
dengan itu, (Asyiqin et al., 2024) menegaskan bahwa model pembiayaan berbasis kemitraan 
memiliki potensi yang lebih besar dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan 
hubungan ekonomi sesuai dengan karakter dasar keuangan syariah. Oleh karena itu, MMBT 
dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang berupaya 
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mengimplementasikan prinsip keadilan sebagaimana dikehendaki dalam syariah melalui 
mekanisme kepemilikan aset yang dilakukan secara bertahap dan transparan.  

Karakter hybrid contract dalam MMBT menunjukkan bahwa akad ini melibatkan 
lebih dari satu akad yang saling berkaitan dalam satu skema pembiayaan. (Nurjaman et al., 
2022) menjelaskan bahwa pola pembiayaan berbasis kemitraan modern berkembang 
melalui kombinasi akad musyarakah, ijarah, dan mekanisme pengalihan kepemilikan aset. 
Struktur tersebut memungkinkan terciptanya pembiayaan yang lebih fleksibel, namun pada 
saat yang sama menuntut kejelasan hubungan hukum antar akad agar tidak menimbulkan 
ketidakpastian dalam pelaksanaannya. 

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembiayaan 
kepemilikan aset karena berkaitan dengan status kepemilikan aset, pembagian risiko, dan 
perlindungan hak para pihak (Budiarta et al., 2024). Pembiayaan berbasis kemitraan masih 
terdapat perdebatan mengenai hubungan antara akad utama dan instrumen pendukung 
yang digunakan dalam praktik (Susehno & Fuadi, 2024). Oleh karena itu, kejelasan mengenai 
mekanisme pengalihan kepemilikan aset serta kedudukan masing-masing akad menjadi 
faktor penting untuk memastikan bahwa MMBT tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, 
tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah maupun nasabah. 

Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik dalam praktik perbankan syariah di Indonesia 
umumnya diterapkan pada pembiayaan kepemilikan rumah dan aset produktif. Data 
Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa akad jual beli masih mendominasi portofolio 
pembiayaan perbankan syariah dibandingkan akad berbasis kemitraan. Kondisi tersebut 
mengindikasikan bahwa meskipun MMBT memiliki keunggulan konseptual dalam 
mewujudkan prinsip kemitraan dan pembagian risiko, implementasinya masih menghadapi 
tantangan struktural, operasional, dan literasi yang memerlukan penguatan lebih lanjut. 
Kepastian Hukum Kepemilikan Aset dalam Akad Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik 

Kesesuaian Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik dengan prinsip fikih muamalah sangat 
bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat akad musyarakah serta kejelasan 
mekanisme pengalihan kepemilikan. Dalam hukum ekonomi syariah, akad kemitraan harus 
dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, keterbukaan, dan pembagian risiko 
yang proporsional. (Kholidah et al., 2020) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut 
merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah agar hak dan kewajiban para 
pihak dapat terlindungi secara seimbang. Ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam al-
Mughnī juga menegaskan bahwa kerugian dalam akad syirkah harus ditanggung sesuai 
dengan proporsi modal, sedangkan keuntungan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan para 
pihak.  

Dalam konteks regulasi keuangan syariah di Indonesia, penerapan Musyarakah 
Muntahiyah bi Tamlik memperoleh landasan normatif melalui Fatwa Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang 
Musyarakah Mutanaqisah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang Al-
Musyarakah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. Kedua fatwa tersebut memberikan ruang bagi 
penerapan akad kemitraan yang disertai mekanisme pengurangan porsi kepemilikan dan 
pengalihan kepemilikan aset secara bertahap hingga berakhir pada kepemilikan penuh oleh 
nasabah. Keberadaan fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi 
normatif sekaligus memastikan kesesuaian produk keuangan syariah dengan prinsip-prinsip 
hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia (Damayanti et al., 2024; Tarmidzi et al., 
2025). 
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Pada akad MMBT, prinsip tersebut diwujudkan melalui pembagian manfaat atas 
pemanfaatan aset serta pengurangan porsi kepemilikan lembaga keuangan secara bertahap. 
Hadis Nabi Muhammad SAW. yang menyatakan: 

ُ  َ عَالََ  أنَََ ثََلِثُ الشَّ يِنَيِْْ مَا لََْ يََُنْ أََ دُهُُاَ صَاِ بَهُ، فإَِذَا خَانَ خََ جْتُ مِنْ بَ يْنِهِمَا: قاَلَ ااَّ  
“Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah 
satunya tidak mengkhianati yang lain…” (HR. Abu Dawud) 

Hadis ini menunjukkan bahwa keberkahan akad kemitraan sangat bergantung pada 
kejujuran dan amanah para pihak. Oleh karena itu, selama struktur MMBT tidak 
mengandung unsur gharar, riba, maisir, maupun syarat yang merugikan salah satu pihak, 
akad ini dapat dinilai sah secara syariah. (Fuad & Nur, 2021) menegaskan bahwa 
implementasi MMBT akan selaras dengan prinsip maslahat apabila mampu menjaga 
keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta memberikan manfaat ekonomi yang 
nyata tanpa mengabaikan ketentuan syariah. 

Perkembangan praktik pembiayaan syariah modern menunjukkan bahwa MMBT 
tidak lagi dipahami sebagai akad tunggal, melainkan sebagai rangkaian beberapa akad yang 
saling berkaitan dalam satu transaksi pembiayaan. Menurut (Nurjaman et al., 2022), 
struktur pembiayaan berbasis MMQ maupun MMBT umumnya memadukan unsur 
musyarakah, ijarah, dan mekanisme pengalihan kepemilikan aset. Karakteristik tersebut 
menunjukkan adanya pola hybrid contract yang menjadi salah satu ciri pengembangan 
produk keuangan syariah kontemporer. Penggabungan beberapa akad tersebut pada 
prinsipnya diperbolehkan sepanjang masing-masing akad memiliki objek, hak, dan 
kewajiban yang jelas serta tidak menimbulkan unsur ketidakpastian yang bertentangan 
dengan prinsip syariah. Keberadaan beberapa akad dalam satu rangkaian transaksi tidak 
bertentangan dengan fikih muamalah selama struktur akad dirancang secara transparan dan 
tidak menimbulkan konflik hukum antar akad yang digunakan (Hartanto & Sup, 2022; 
Susehno & Fuadi, 2024).  

Menurut (Hartanto & Sup, 2022), karakter hybrid contract dalam pembiayaan syariah 
tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip fikih muamalah selama hubungan antar akad 
disusun secara jelas dan tidak saling mensyaratkan secara batil. Dalam konteks MMBT, 
pengalihan kepemilikan aset pada akhir masa kemitraan umumnya dilakukan melalui 
mekanisme wa’ad (janji) yang terpisah dari akad musyarakah. (Musfiqoh, 2022)menjelaskan 
bahwa pemisahan tersebut penting untuk menghindari praktik ta’alluq, yaitu kondisi ketika 
suatu akad dijadikan syarat mutlak bagi akad lainnya sehingga berpotensi mengaburkan hak 
dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, akad musyarakah, ijarah, dan pengalihan 
kepemilikan dalam MMBT harus memiliki kedudukan hukum yang jelas dan tidak melebur 
menjadi satu akad yang menimbulkan ketidakpastian. 

Prinsip pembagian risiko dalam MMBT juga berkaitan dengan tanggung jawab 
terhadap aset yang menjadi objek pembiayaan. (Muliyani et al., 2022) menegaskan bahwa 
karakter utama akad musyarakah adalah adanya pembagian manfaat dan risiko sesuai porsi 
kepemilikan para pihak. Sejalan dengan itu, Lahuri (Bin Lahuri et al., 2022; Lahuri et al., 
2025) menjelaskan bahwa biaya yang melekat pada status kepemilikan aset (owner’s cost), 
seperti perbaikan struktural atau kerusakan yang memengaruhi nilai aset, pada prinsipnya 
menjadi tanggung jawab para pemilik sesuai proporsi kepemilikannya. Adapun biaya 
operasional yang timbul dari penggunaan aset sehari-hari dapat dibebankan kepada pihak 
yang memanfaatkan aset tersebut. Pengaturan yang jelas mengenai pembagian tanggung 
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jawab ini menjadi penting untuk menjaga kesesuaian akad dengan prinsip keadilan dan risk 
sharing dalam keuangan syariah. 

Kejelasan mekanisme pengalihan kepemilikan aset menjadi titik penting dalam 
menilai validitas dan kepastian hukum akad MMBT. Berbeda dengan akad jual beli yang 
memindahkan kepemilikan sejak awal transaksi, MMBT menerapkan pengalihan 
kepemilikan secara bertahap sesuai dengan porsi yang dibeli oleh nasabah. Oleh karena itu, 
kejelasan mengenai waktu, tata cara, dan akibat hukum dari perpindahan hak milik menjadi 
penting agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status kepemilikan aset selama masa 
pembiayaan berlangsung. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kepastian mengenai 
status kepemilikan aset merupakan bagian penting dari perlindungan hak para pihak dalam 
suatu akad.  

Kepastian hukum kepemilikan aset dalam Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik 
tercermin dari kejelasan status kepemilikan aset pada setiap tahap pembiayaan. Pada awal 
akad, aset berada dalam kepemilikan bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan 
oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. Seiring dengan pelunasan porsi kepemilikan 
lembaga keuangan oleh nasabah, hak kepemilikan atas aset beralih secara bertahap hingga 
pada akhir akad menjadi milik penuh nasabah. Pola tersebut memberikan kepastian 
mengenai siapa yang berhak atas aset, siapa yang menanggung risiko kepemilikan, serta 
bagaimana pembagian manfaat dilakukan selama masa pembiayaan berlangsung. (Kholidah 
et al., 2020) menegaskan bahwa perlindungan hak dan kewajiban para pihak hanya dapat 
terwujud apabila hubungan hukum yang dibangun melalui akad dirumuskan secara jelas dan 
transparan. 

Kepastian hukum tersebut juga diperkuat oleh adanya landasan normatif yang 
mengatur mekanisme kepemilikan dan pengalihan hak milik dalam akad MMBT. Fatwa DSN-
MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 memberikan dasar bagi pengurangan porsi kepemilikan 
secara bertahap, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 133/DSN-MUI/X/2019 mengatur 
mekanisme Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik yang berakhir dengan perpindahan 
kepemilikan aset kepada nasabah. (Damayanti et al., 2024) menjelaskan bahwa fatwa DSN-
MUI berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan legitimasi dan kepastian dalam 
pelaksanaan transaksi keuangan syariah. Dengan demikian, kepastian hukum kepemilikan 
aset dalam MMBT tidak hanya bersumber dari kesepakatan para pihak, tetapi juga dari 
kejelasan pengaturan mengenai status kepemilikan, mekanisme pengalihan hak milik, serta 
hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak selama akad berlangsung. 

Persoalan kepastian hukum dalam pembiayaan berbasis kemitraan masih menjadi 
perhatian dalam berbagai kajian hukum ekonomi syariah kontemporer. (Budiarta et al., 
2024) menunjukkan bahwa penggunaan instrumen jaminan dalam pembiayaan MMQ masih 
memunculkan perdebatan mengenai konstruksi hubungan hukum yang terbentuk antara 
para pihak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad berbasis 
kemitraan bergantung pada kesesuaian syariah dan kejelasan konstruksi hukumnya. 

Secara keseluruhan, Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik dinilai sesuai dengan prinsip 
fikih muamalah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, menerapkan pembagian 
manfaat dan risiko secara proporsional, serta memastikan kejelasan mekanisme pengalihan 
kepemilikan aset. Kesesuaian syariah MMBT juga bergantung pada konsistensi penerapan 
prinsip-prinsip muamalah dalam praktik pembiayaan. 
Tantangan dan Implikasi Pengembangan Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik 

Meskipun memiliki landasan normatif dan fikih yang kuat, implementasi Musyarakah 
Muntahiyah bi Tamlik (MMBT) masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas 
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struktur akad yang memadukan unsur musyarakah, ijarah, dan pengalihan kepemilikan aset 
sering kali menuntut pemahaman yang lebih mendalam dari lembaga keuangan syariah 
maupun nasabah. Susehno dan Fuadi (Susehno & Fuadi, 2024) menjelaskan bahwa karakter 
hybrid contract dalam pembiayaan syariah memerlukan kejelasan hubungan antar akad agar 
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyimpangan terhadap prinsip syariah. 
Sejalan dengan itu, Musfiqoh dan Sukamto (Musfiqoh, 2022) menegaskan bahwa penerapan 
multi-contract model memerlukan pengaturan yang jelas mengenai objek akad, hak dan 
kewajiban para pihak, serta mekanisme pelaksanaannya. Selain aspek struktural, (Asyiqin et 
al., 2024) dan (Huda & Azzahro, 2025) menunjukkan bahwa tantangan implementasi 
pembiayaan berbasis kemitraan berkaitan dengan penerapan prinsip risk sharing, literasi 
masyarakat, dan pengelolaan risiko kepemilikan bersama. 

Tantangan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan aspek kepastian hukum 
dan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad. Lahuri (Lahuri et al., 2025) menjelaskan 
bahwa keberhasilan implementasi akad berbasis Musyarakah Mutanaqisah dan MMBT 
sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan prinsip syariah serta kejelasan pembagian 
hak dan kewajiban para pihak. Dari sisi praktik pembiayaan syariah, (Rahmadini et al., 2022) 
menunjukkan bahwa kejelasan konstruksi akad dan dokumentasi hukum menjadi faktor 
penting dalam menjaga kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian 
hari. Temuan tersebut sejalan dengan kajian (Budiarta et al., 2024) yang menunjukkan 
bahwa penggunaan instrumen hukum pendukung dalam pembiayaan berbasis kemitraan 
masih menimbulkan perdebatan mengenai hubungan hukum yang terbentuk antara para 
pihak. Oleh karena itu, penguatan dokumentasi akad, mekanisme pengalihan kepemilikan, 
dan pengawasan kepatuhan syariah menjadi aspek penting dalam pengembangan MMBT.  

Tabel 1. Tantangan dan Implikasi Implementasi Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik  
di Indonesia 

Aspek Tantangan Implikasi 

Struktur Akad 
Multi akad (musyarakah, ijarah, 

tamlik) 
Memerlukan pemahaman hukum 

yang memadai 

Kepatuhan Syariah Potensi penyimpangan akad 
Risiko ketidaksesuaian prinsip 

syariah 

Literasi Nasabah 
Pemahaman produk masih 

rendah 
Produk kurang diminati 

Regulasi 
Harmonisasi aturan belum 

optimal 
Potensi ketidakpastian hukum 

Operasional Bank Administrasi lebih kompleks Biaya implementasi lebih tinggi 

Sumber: Diolah penulis berdasarkan beberapa jurnal dan data OJK (2024–2025). 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengembangan MMBT menghadapi tantangan pada 
aspek kepatuhan syariah, kepastian hukum, dan literasi masyarakat. Oleh karena itu, 
penguatan regulasi, dokumentasi akad, dan edukasi masyarakat menjadi faktor penting 
dalam mendukung implementasi MMBT.  

Tantangan utama dalam mewujudkan kepastian hukum kepemilikan aset pada akad 
MMBT terletak pada kejelasan hubungan hukum antara kepemilikan bersama, pemanfaatan 
aset, dan mekanisme pengalihan hak milik pada akhir masa akad. Semakin kompleks 
struktur akad yang digunakan, semakin besar kebutuhan terhadap dokumentasi hukum 
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yang mampu menjelaskan status kepemilikan aset pada setiap tahapan pembiayaan. Apabila 
mekanisme tersebut tidak dirumuskan secara jelas, potensi perbedaan penafsiran mengenai 
hak dan kewajiban para pihak dapat meningkat dan berujung pada sengketa. Oleh karena 
itu, penguatan kepastian hukum dalam MMBT tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan 
terhadap prinsip syariah, tetapi juga dengan kejelasan konstruksi hukum yang mengatur 
proses peralihan kepemilikan aset sejak awal akad hingga berakhirnya pembiayaan. 

Implikasi dari berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan 
penerapan MMBT tidak hanya memerlukan peningkatan literasi akad kemitraan dan 
penyederhanaan struktur produk, tetapi juga penguatan regulasi, tata kelola, dan 
pengawasan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa pembiayaan 
berbasis jual beli masih mendominasi portofolio perbankan syariah dibandingkan 
pembiayaan berbasis kemitraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a), meskipun industri 
perbankan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 
2024 dan 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang pengembangan MMBT masih 
terbuka luas apabila didukung oleh inovasi produk, peningkatan pemahaman masyarakat, 
serta penguatan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan dukungan regulasi yang 
memadai dan penerapan prinsip risk sharing yang konsisten, musyarakah muntahiyah bi 
tamlik berpotensi berkembang sebagai instrumen pembiayaan kepemilikan aset yang 
mampu mewujudkan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam sistem keuangan 
syariah. 

Simpulan 
Penelitian ini menunjukkan bahwa Musyarakah Muntahiyah bi Tamlik (MMBT) 

merupakan instrumen pembiayaan kepemilikan aset yang memiliki landasan syariah dan 
normatif yang kuat dalam hukum ekonomi syariah. Kepastian hukum kepemilikan aset 
dalam akad MMBT tercermin melalui kejelasan status kepemilikan bersama antara lembaga 
keuangan syariah dan nasabah, kejelasan pembagian hak dan kewajiban para pihak, serta 
mekanisme pengalihan kepemilikan yang dilakukan secara bertahap hingga aset menjadi 
milik penuh nasabah. Kepastian hukum tersebut diperkuat oleh keberadaan Fatwa DSN-MUI 
Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN-MUI Nomor 
73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-
MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 133/DSN-MUI/X/2019 
tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik yang memberikan dasar normatif bagi 
pelaksanaan akad MMBT pada lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, 
implementasi MMBT masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan 
dengan kompleksitas struktur akad, kejelasan hubungan hukum antar akad, konsistensi 
penerapan prinsip risk sharing, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan 
berbasis kemitraan. Oleh karena itu, penguatan kepatuhan syariah, penyusunan konstruksi 
akad yang lebih jelas, peningkatan literasi masyarakat, serta harmonisasi regulasi dan 
praktik kelembagaan menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum 
kepemilikan aset dalam pembiayaan MMBT. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, 
MMBT berpotensi menjadi model pembiayaan kepemilikan aset yang lebih adil, 
berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian 
selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai implementasi Musyarakah 
Muntahiyah bi Tamlik di lembaga keuangan syariah serta analisis komparatif dengan model 
pembiayaan syariah lainnya untuk memperkaya kajian mengenai kepastian hukum 
kepemilikan aset. 
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